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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pajak 

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi Pajak yang 

dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat: 

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas 

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada 

jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara 

kesejahteraan secara umum”. 

 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut (Mardiasmo, 2011): 

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); 
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2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah; 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

B. Fungsi Pajak 

  Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Pajak 

yang dipungut pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi budgetair (anggaran) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi regulerend (mengatur) 

 Pajak sebagi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

 

C. Syarat Pemungutan Pajak 

 Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor 

negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau 
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perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan dari masing-masing Wajib Pajak. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun bagi warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

 Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

D. Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo, pengelompokan pajak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Menurut golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2. Menurut sifatnya 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
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b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 

atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/ kota. 

 

E. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Dalam tata cara pemungutan pajak harus diperhatikan tiga garis besar, yaitu: 

1. Stelsel Pajak 

Tata cara pemungutan pajak yaitu dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel 

pajak: 

a. Stelsel pajak nyata 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. 

b. Stelsel pajak anggapan 

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

c. Stelsel pajak campuran 

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak 

nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya 

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak 
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menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka 

Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya 

dapat diminta kembali. 

 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili 

(asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak 

atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal 

diwilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Asas pajak domisli berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya 

berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak. 

c. Asas kebangsaan 

Dalam tata cara pemungutan pajak harus dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. 
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3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Pengertian Official Assessment system adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

1) wewenang untuk menentukan berapa besar pajak terutang yang ada 

pada fiskus; 

2) Wajib Pajak bersifat pasif; 

3) utang pajak akan timbul pada saat dikeluarkannya surat ketetapan 

pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

Pengertian Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 

1) wewengan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Pengertian With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
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oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak 

yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

F. Sanksi Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 

dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 

alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. 

Menurut Indonesian Tax Review yang dikutip oleh Hakim (2015), menyebutkan 

bahwa dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu: 

1. Sanksi Administrasi 

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara 

khususnya berupa bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan 

apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang 

ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi ini dibagi menjadi: 

a. Sanksi Administrasi berupa Denda 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam 

Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan 

sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu atau suatu angka 

perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda 

ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai 

sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. 
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b. Sanksi Administrasi berupa Bunga 

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang 

menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung 

berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga 

itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau 

dibayarkan. 

c. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan 

Jika melihat dari bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan 

merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena 

bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa 

menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung 

dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang harus dibayar. 

2. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat 

terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma 

perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana terdiri dari: 

a. Kurungan 

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat 

pelanggaran, dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. 

b. Penjara 

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. 
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G. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 

Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada 

pembayar pajak tentang forgiveness/ pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas 

pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. 

Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini 

dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Tax Amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap 

harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak. Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan 

Ross, mendefinisikan Tax Amnesty sebagai penawaran terbatas-waktu oleh 

pemerintah untuk kelompok tertentu Wajib Pajak untuk membayar jumlah yang 

ditetapkan, dalam pertukaran untuk pengampunan kewajiban pajak (termasuk 

bunga dan denda), berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan 

tuntutan hukum. 

Menurut Ronny Bako dalam Monica dan Endang, Pengampunan Pajak 

memiliki beberapa manfaat: 

1. Bagi negara pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio (penerimaan 

pajak); 

2. Bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat 

menghindarkan sanksi perpajakan; 

3. Bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah 

wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya untuk 

meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal. 


